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Pada had ini Selaza, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januarl tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah Inl:

l. Murhama, S.Ag, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, dalam hal
Inl bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH,
yang berkedudukan di Jin. Scekarno-Hatta Mo. 214, Tanjung Gadang,
Bulakan Balai Kangi, Kecamatan Payakumbuh Baral, Kota Payakumbuh,
selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA,

Il. Jerry Pratama, 5.H, M.H, Ketua Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan
Hukum Fakultas Syarf'ah UIN SMDD Bukittinggl, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama LEMBAGA KAJIAN DAN KONSULTASI BANTUAN
HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UIN SJECH MUHAMMAD DJAMIL
DJAMBEK BUKITTINGGI, yang berkedudukan di Jorong Gurun Aua,
Kenagarian Kubang Putiah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
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Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 1974 Nomor 1)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20089 MNomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kekuazaan Kehakiman
(Lembaran MNegara Republik Indonssia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 5076);

4. Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Megara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 45611);

5. Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 1975 tlentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1875 Momor 12, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 3050);

&, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indenesia Momar 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagl Masyarakal Tidak
Mampu di Pengadilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliing Pengadilan Megerd dan
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penertiban Akla
Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomar 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum.

Bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyediaan
pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai
berikut




BAB |
KETEMTUAN UMUM
Pasal t

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1.

Pos Bantuan Hukum adalabh ruang yang disediakan oleh Pengadilan
Agama Payakumbuh bagi pemben bantuan hukum dalam memberkan
layvanan bantuan hukum kepada pemochon bantuan hukum dalam hal
pamberian informasi, advis atau konsuMtasl hukum, bantuan pembuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan,

Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat! Sarana Hukum/
Sarjana Syarah yang berugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam peranjian kerdasama kelembagaan
FPengadilan Agama Payakumbuh dengan Lembaga Kajian dan Konsuitasi
Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek
Bukittirggi.

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdin dari orang
persegrangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu
maembayar jasa advokat sebagaimana dialur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
vang memeriukan bantuan unbuk menangani dan menyelesaikan perkara
hukum di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan dan
konsuitas! hukum dar unsur organizasi profesi Advokat, Parguruan Tingai,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang talah barbadan hukum, dalam hal
ini dimaksud adalah Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum
Fakultas Syari'ah UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittingg!.
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BAE Il
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Feranjian Kerjasama im bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di
Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh sebagal bagian
dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di
ingkungan Peradilan Agama, yang bertangoung jawab, berkualitas dan
terkoordinasi, demi sebasar-besarnya pancapaian rasa keadilan,
Felayanan banluan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada prinsip:
a keadilan;
b non diskriminasi;
¢, keterbukaan;
d. akuntabiktas;
& kapekaan gender,
f. perlindungan bagi masyarakal miskin dan terpinggirkan;
g perlindungan khusus bagl kelompok penyandang disabilllas dan
parlindungan anak.
n. cepat, efeklif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan
kebutuhan Pemohon.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum
pada Pengadilan Agama Payakumbuh,
Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan
oleh pemberi bantuan hukum yang meiiputl:
2. bantuan pengizian formulir permobonan bantuan hukum:
b, bantuan pembuatan dokumean hukwm,
c. pemberian informasi, advis dan konsultasi hukum ;
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d. bantuan pendampingan advokat di persidangan,

(3) Pengaluran dan daflar pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian
Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

(1) Menysdiakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperukan pada Pos
Bantuan Hukum minimal barupa satu ruangan, maja dan kursi,

{2) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi petugas pembear bantuan
hukurm, dengan ketentuan sebagai berikut
a) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi petugas pember baniuan

hukum ditetapkan berdasarkan DIPA Pengaditan Agama Payakumbuh
Tahun Anggaran 2024,

b) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah orang yang dilayani
oleh petugas pemberi bantuan hukum yang dsediakan oleh lembaga
dalam memberikan layanan pada Pos Bantuan Hukum,

{3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan
hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sakali,

(4) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi
perjanjlan ini, barupa :

a) Peringatan lisan;

b) Peringatan tertulis;

c) Pembernentian sementara;

d) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagsan setelah PIHAK
PERTAMA melakukan klarifikasi langzung kepada PIHAK KEDUA.

=




Pasal &

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a,

Mendapatkan sarana dan prasarana seria imbalan jasa atas kinerja yang
telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disabulkan pada
pasal [4€) Perjanjian Kerjasama ini

Mendapatkan bukli, informasi, dan/atau keterangan terkail perkara secara
benar dari pemohon bantuan hukum.

Membuat dafiar petugas pembearl baniuan hukum dan sistem pengaturan
rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya kepada
FIHAK PERTAMA,

Membuat jadwal harl dan jam kerja layanan bantuan hukum

Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesual har dan jam kerja yang
talan ditentukan,

Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab,

Mamberican informasi hukum dan informasl lain vang terkait secara jelas
dan akural.

Memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan
komprehansif.

Merahasiakan segala sasuatu yang diketahui atau diperclah dari
pemohon bantuan hukum.

Menjalankan prinsip-prinsip perindungan terhadap penyandang disabilitas,
perempuan, anak-anak, dan grang lanjut usla.

Menghindari konfiik kepentingan dengan pemohon bantuan hukum.
Membuat faporan dan mendokumentasikan berkas pemohon banbuan
huskum untuk dissrahkan kepada PIHAK PERTAMA,

. Menyiapxan berbagal sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak

menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA.

Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA tentang adanya dugaan
pelanggaran Peranjian Karjasama sebelum menjatuhkan sanksi.
Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama
ini




BABV
MASA BERLAKU
Fasal 6
Perjanjian Kerjasama ini berfaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Sural Perjanjlan Kerjasama dan berakhir pada akhir
tahun anggaran berjalan serfa dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja
PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Parjanjian Kerasama
ini dan atau apabila di kemudian har ditemukan kekelinean dalam Paranjian
Kerjasama Ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berfaku
BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal ¥
PIHAK KEDUA menempatkan pelugas pemberi bantuan hukum di Pes
Bantuan Hukum yang memenuhl syarat-syarat sebagai berkut:
a. Advokal alau Sarfana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai
Hukum Perdata Islam/ Hukum Islam dan Ekonomi Syarlah.
b, Memilki pengalaman minimal 1 (salu) tahun dalam pemberian bantuan
hukum.
g. Memilki integritas tinggl dalam membantu Pengadilan Agama untuk
mewujudkan pelayanan prma pengadilan dan masyarakat tidak mampu.
d. Menguasaitala cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VIl
INDIKATOR KINERJA

Fasal 8
Indikator kinera petugas pember bantuan hukum diukur melalui hal-hal
sebagai berikut;
a. Tingkat kepuasan pemochon bantuan hukum lerhadap pelayanan yang

diberikan.

b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.




BAB VIl
KODE ETIK
Pasal 3

Patugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etix pelayanan di Pos
Banluan Hukum sabagai berikut.

Petugas pemben bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan
hukum sekaligus kepada Penggugal dan Tergugal atau Pemohon dan
Termaohon dalam parkara yang sama.

Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus
bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggl nilal-nilal maralitas.
Petugas pember bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan
keterangan, saran, dan atau pendampngan yang dapat menyesatkan
pamohon baniuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.,
Petugas pamberl bamtuan huokum tidak dibenarkan memungut dan
menerma biayaimbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.

Patugas pamberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan
hukum untuk menggunakan jasa advokat terientu dan dari kantor hukum
tertantu.

Pelugas pemben bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan
lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Pos Banfuan
Hukum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Karjasama ini,
Pember bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa
merugikan citra dan martabat pengadilan.

Petugas pember bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan
ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Kerasama ini

Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukem di Pos Bantuan Hukum
harus dilandasi sikap zaling menghormati, saling menghargai dan saling
Mmampearcayai.

Pelugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama
kepada semua pemochon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan
langgung |awab.
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k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatasnamakan difnya
sebagai bagian/pelugas pengadilan.
|.  Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung |awab untuk memberkan
informasi yang sebenamnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos
Bantuan Hukum.
BAB IX
KOORDINASI
Pasal 10
(1} PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi 1 Kali dalam 3 (tiga)
dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang
timbul dalam kaitannya dengan karjasama yang dijalin
(2} Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan
terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu
kepentingan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/®ola.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11
(1) PARA PIHAK barkewajiban melakukan monitoring terhadap palaksanaan
Ferjanjlan Kerjasama Inl secara periodik 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
{2} PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi barkala minlmal 3 (liga)
bulan sekall terhadap pelaksanaan Perjanjlan Kerfjasama ini.

BAB Xl
FEMBIAY AAN
Pasal 12
(1) Biaya yang timbul smbagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Inl
dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran
2023 Momor: DIPA-005.04.2 402051/2024 tanggal 24 Movember 2023,
(2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan
secara langsung kepada PIHAK KEDUA.




(3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan
melalul PIHAK KEDUA seliap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan,

BaB Xl
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

(1) Peranjian Kerjasama inl didasarkan pada kelentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(2} Perjanjian Kerjasama ini disesialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara
mandiri maupun bersama-zama.

(3) Segala sesuatu yang belum dialur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau
perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan
diatur labih lanjut dalam naskah tambahan (addeadum) yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Karjasama ini.

BAB Xl

PENUTUP
Pasal 14
(1) Peranjian Kerjasama ini dibual dalam rangkap dua yang kesemuanya asli
dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama unbuk
masing-masing pihak satelah dtandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik,
untuk dipatuhl dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai kelentuan
peraturan perundang-undangan yang bariaku,

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
LHHBH Fakultas Syari'ah Katua
: {_angadlhn Agama Payakumbuh




